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ABSTRAK 

 

KEBIJAKAN UNI EROPA DALAM MENGATASI KASUS SKANDAL 

KORUPSI QATARGATE  

 

Oleh  

 

BINTANG SURYA RAMADHANI  

Penelitian ini membahas kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi kasus korupsi 

skandal Qatargate yang menunjukkan kerentanan institusi supranasional terhadap 

praktik suap, lobi ilegal, dan pengaruh aktor eksternal. Skandal yang terungkap 

pada tahun 2022 ini melibatkan anggota Parlemen Eropa, pejabat publik, dan 

organisasi non-pemerintah yang menerima aliran dana dari Qatar dan Maroko 

untuk memengaruhi kebijakan Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan menjelaskan 

kebijakan Uni Eropa dalam menangani kasus Qatargate menggunakan teori Anti-

korupsi Regional (Regional Anti-Corruption) dan konsep Etika Politik dan 

Jabatan Publik (Political Ethics and Public Office). Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.  

Data diperoleh melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan 

organisasi internasional, dan media internasional yang relevan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Uni Eropa merespons skandal Qatargate melalui penguatan 

kepemimpinan strategis, reformasi sistem integrasi anti-korupsi, peningkatan 

mekanisme pengawasan dan penguatan kerja sama multi-level dan multi-aktor. 

Selain itu, Uni Eropa juga berupaya memperkuat etika politik dan transparansi 

jabatan publik untuk memulihkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap 

institusi supranasional. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih 

menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan internal, resistensi politik, 

dan kompleksitas korupsi transnasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemberantasan korupsi di tingkat supranasional memerlukan kerja sama regional 

yang terintegrasi, pengawasan independen, dan komitmen politik yang 

berkelanjutan. 

Kata Kunci: Korupsi, Qatargate, Uni Eropa, anti-korupsi regional, etika politik. 
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ABSTRACT 

 

EUROPEAN UNION POLICIES IN ADDRESSING THE QATARGATE 

CORRUPTION SCANDAL 

By 

 

BINTANG SURYA RAMADHANI  

This study discusses the policies of the European Union in addressing the 

Qatargate corruption scandal, which demonstrates the vulnerability of 

supranational institutions to bribery, illegal lobbying, and the influence of external 

actors. The scandal, which was revealed in 2022, involved members of the 

European Parliament, public officials, and non-governmental organizations that 

received funds from Qatar and Morocco to influence European Union policies. 

This research aims to explain the European Union’s policies in handling the 

Qatargate case using the Regional Anti-Corruption theory and the concept of 

Political Ethics and Public Office. The research method used is descriptive 

qualitative with a case study approach. 

The data were obtained through literature studies from academic journals, official 

documents, reports from international organizations, and relevant international 

media sources. The results of the study show that the European Union responded 

to the Qatargate scandal by strengthening strategic leadership, reforming the anti-

corruption integration system, improving monitoring mechanisms, and 

strengthening multi-level and multi-actor cooperation. In addition, the European 

Union has also sought to strengthen political ethics and transparency in public 

office in order to restore legitimacy and public trust in supranational institutions. 

However, the implementation of these policies still faces challenges in the form of 

weak internal oversight, political resistance, and the complexity of transnational 

corruption. This study shows that combating corruption at the supranational level 

requires integrated regional cooperation, independent oversight, and sustained 

political commitment. 

Keywords: Corruption, Qatargate, European Union, regional anti-corruption, 

political ethics. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Korupsi supranasional semakin mendapatkan perhatian dalam hubungan 

internasional, mengingat praktik penyalahgunaan kekuasaan, suap, dan pertukaran 

kepentingan kini tidak hanya terjadi dalam batas-batas hukum nasional, tetapi 

juga melibatkan jaringan aktor lintas negara yang beroperasi dalam celah 

kelembagaan organisasi multilateral (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Korupsi 

supranasional menghadirkan tantangan yang lebih kompleks bagi hubungan 

internasional karena prosesnya berlangsung di ruang interaksi yang 

mempertemukan beragam rezim hukum, kepentingan politik, dan asimetri 

kekuasaan antar negara. Tidak seperti korupsi domestik yang dapat ditangani 

melalui mekanisme hukum nasional, korupsi supranasional sering melibatkan alur 

keuangan lintas negara serta aktor yang beroperasi di bawah perlindungan 

yurisdiksi yang berbeda-beda. Akibatnya, upaya penegakan hukum menjadi 

terhambat oleh perbedaan standar legal dan lemahnya mekanisme ekstradisi dan 

keterbatasan lembaga internasional yang tidak memiliki kewenangan pemaksaan 

setara otoritas nasional. Tantangan ini semakin diperparah oleh keterlibatan aktor 

non-negara, seperti korporasi multinasional atau organisasi nirlaba yang dapat 

memanfaatkan celah regulasi global untuk memengaruhi proses kebijakan melalui 

pendanaan politik.  

Fragmentasi tata kelola global membuat koordinasi antar negera sulit 

dilakukan, terutama ketika kepentingan geopolitik atau sensitivitas diplomatik 

menghalangi negara untuk berbagi data secara terbuka atau melakukan investigasi 

bersama. Korupsi transnasional juga sulit ditangani karena beroperasi melalui 

jejaring aktor yang melibatkan pejabat publik, perusahaan multinasional, hingga 

perantara keuangan yang memanfaatkan yurisdiksi berbeda untuk menghindari 

penyelidikan (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Kompleksitas ini diperkuat oleh 
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fakta bahwa korupsi kerap mengakar dalam politik internasional yang ditandai 

oleh kepentingan strategis negara-negara besar, sehingga mendorong resistensi 

terhadap upaya transparansi dan kerja sama lintas negara. Selain itu, meskipun 

kerangka hukum internasional seperti United Nations Convention Against 

Corruption telah menyediakan standar normatif, implementasinya terbukti tidak 

merata karena perbedaan kapasitas institusional dan komitmen politik antarnegera 

(UNODC,2004). Dengan demikian, tantangan dalam menangani korupsi 

supranasional bukan hanya terletak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga 

pada struktur tata kelola global yang belum mampu menjamin akuntabilitas 

kolektif. 

Korupsi pada tingkat supranasional tidak hanya mengganggu integritas 

proses politik, tetapi juga memberikan dampak struktural terhadap stabilitas dan 

efektivitas sistem internasional. Dalam literatur hubungan internasional, korupsi 

dipahami sebagai faktor yang merusak kepercayaan antar Negara dan 

melemahkan legitimasi, sehingga menghambat terciptanya rezim yang efektif. 

Ketika proses pengambilan keputusan dalam lembaga seperti Uni Eropa, PBB, 

atau organisasi keuangan internasional dipengaruhi oleh praktik suap atau 

pertukaran kepentingan tersembunyi, kapasitas lembaga tersebut untuk 

menjalankan fungsi koordinasi global menjadi terkompromikan (Rose-Ackerman 

& Palifka, 2016).  

Korupsi transnasional berkontribusi pada distorsi alokasi sumber daya dan 

memperbesar ketimpangan ekonomi global, sehingga menciptakan kondisi yang 

memungkinkan aktor kuat mempertahankan dominasi melalui pengaruh informal 

yang tidak dapat diawasi secara demokratis (Hawley, 2000). Dampak dari 

dinamika ini secara perlahan menggerus kualitas tata kelola global, karena 

institusi internasional menjadi kurang mampu memastikan transparansi dan 

penegakan aturan bersama. Tingkat kepatuhan negara terhadap norma dan standar 

internasional pun menurun, mengingat korupsi menciptakan ruang bagi negara 

atau aktor tertentu untuk mengabaikan komitmen mereka tanpa konsekuensi yang 
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jelas. Kondisi ini kemudian berimplikasi pada melemahnya efektivitas kerja sama 

internasional, terutama dalam menangani isu-isu strategis seperti keamanan 

kolektif dan pembangunan berkelanjutan. 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa korupsi merupakan 

ancaman bagi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, berbagai negara dan 

organisasi internasional telah mengambil tindakan bersama untuk mengatasi 

masalah ini secara sistemik. Salah satu pencapaian penting dalam upaya global 

tersebut adalah pengesahan United Nations Convention against Corruption 

(UNCAC) oleh PBB pada tahun 2003, yang kini telah diratifikasi oleh lebih dari 

140 negara sebagai kerangka normatif untuk pencegahan dan pemberantasan 

korupsi tingkat internasional (United Nations Office on Drugs and Crime, 2004). 

Melalui UNCAC, negara-negara diharuskan memperkuat regulasi dalam negeri, 

meningkatkan transparansi, dan memperluas kerja sama ekstradisi terhadap 

pelaku korupsi lintas negara (UNODC, 2004). 

Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil global seperti Transparency 

International (TI) memiliki peran penting dalam memperkuat gerakan anti 

korupsi melalui advokasi, kampanye kesadaran publik, dan pengawasan 

independen. Dengan jaringan di lebih dari 100 negara, TI secara konsisten 

mendorong penerapan aturan anti-suap, transparansi pemerintahan, dan penegakan 

hukum terhadap praktik suap internasional (Transparency International, 2022). 

Melalui publikasi data dan kampanye publik lewat platform internasional, TI 

berhasil menjadikan isu korupsi sebagai agenda global yang berarti bukan hanya 

masalah domestik, sehingga menciptakan tekanan dari publik dan komunitas 

internasional agar pemerintah dan sektor swasta menerapkan prinsip Good 

Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik (Transparency International, 

2024). 

Selain itu, inisiatif multilateral seperti Open Government Partnership (OGP) 

menunjukkan bahwa banyak negara berkomitmen pada transparansi dan 

akuntabilitas sebagai strategi untuk mencegah korupsi. Melalui mekanisme seperti 
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pelaporan publik dan akses informasi, negara-negara anggota OGP berusaha 

membatasi kesempatan praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan baik di 

tingkat nasional maupun supranasional. 

Walaupun berbagai upaya telah dijalankan, laporan global menunjukkan 

bahwa tantangan dalam memberantas korupsi masih sangat besar. Indeks Persepsi 

Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) yang diterbitkan TI 

mengindikasikan bahwa banyak negara, baik demokrasi maupun otokrasi, masih 

mengalami tingkat korupsi yang tinggi, bahkan beberapa negara menunjukkan 

stagnasi atau penurunan skor dalam beberapa tahun terakhir (Transparency 

International, 2023). Temuan ini menegaskan bahwa kendati kerangka kerja 

internasional sudah tersedia, keberhasilan pencegahan dan penindakan korupsi 

sangat bergantung pada pelaksanaan di tingkat domestik, kemampuan 

kelembagaan, dan komitmen politik pemerintah masing-masing negara 

(Transparency International, 2023).  

Korupsi tidak hanya menyentuh ranah domestik, tetapi juga mengancam 

stabilitas, legitimasi, dan tata kelola demokratis pada tingkat supranasional  

terutama dalam lembaga global maupun regional. Uni Eropa (UE) menjadi objek 

analisis penting, karena sebagai badan politik dan ekonomi yang mengatur 

sejumlah negara anggota, UE memiliki struktur kelembagaan dan instrumen 

hukum untuk melindungi anggaran bersama serta integritas institusionalnya 

(European Commission, 2023). Melalui lembaga seperti European Anti-Fraud 

Office (OLAF) dan European Public Prosecutor's Office (EPPO), UE berupaya 

memerangi korupsi, penipuan anggaran, dan penyalahgunaan kekuasaan lintas 

batas, sebuah tantangan khas pada organisasi supranasional (European 

Commission, 2025). Upaya ini menunjukkan bahwa UE menganggap korupsi 

sebagai “kejahatan euro-kriminal” dengan dimensi lintas negara, sehingga 

memerlukan kerangka hukum dan penegakan bersama antar negara anggota 

(European Commission, 2023).  
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Uni Eropa (UE) merupakan salah satu entitas politik dan ekonomi 

supranasional terbesar di dunia yang terbentuk dari upaya kerja sama negara-

negara Eropa pasca-Perang Dunia II. Awal integrasi UE berawal dari keinginan 

untuk menghindari konflik dan memperkuat kerjasama ekonomi, dimulai dengan 

Perjanjian Paris pada 1951 yang mendirikan European Coal and Steel Community 

(ECSC), kemudian dilanjutkan oleh Perjanjian Roma pada 1957 yang membentuk 

European Economic Community (EEC). Seiring waktu, integrasi tersebut meluas 

tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga politik, sosial, dan hukum, hingga 

akhirnya Uni Eropa secara resmi terbentuk melalui Perjanjian Maastricht pada 7 

Februari 1992 dan perjanjian tersebut mulai berlaku atau entered into force pada 1 

November 1993, Sejak tanggal berlakunya perjanjian, Uni Eropa secara resmi 

berdiri menggantikan bentuk kerja sama sebelumnya yaitu European Economic 

Community (EEC). 

Dalam struktur kelembagaan UE, Parlemen Eropa menjadi satu-satunya 

lembaga yang dipilih langsung oleh warga negara anggota melalui pemilihan 

umum setiap lima tahun. Parlemen memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, 

pengawasan politik, dan anggaran. Kewenangan Parlemen semakin diperkuat 

melalui berbagai amandemen perjanjian, seperti Treaty of Lisbon pada tahun 

2009, yang memperluas kekuatan legislatif dan menguatkan prinsip akuntabilitas. 

Dalam sistem pemerintahan supranasional ini, Parlemen berperan sebagai wakil 

langsung warga dan menjadi pengimbang kekuasaan eksekutif yang dijalankan 

oleh Komisi Eropa dan Dewan Uni Eropa. Namun, kompleksitas birokrasi dan 

interaksi antara lembaga UE dengan negara anggota menghadirkan tantangan 

terkait tata kelola dan integritas politik. Oleh karena itu, Parlemen Eropa memiliki 

tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kepercayaan publik melalui 

transparansi dan akuntabilitas kebijakan. 

Pada Desember 2022, Skandal korupsi yang diberikan nama oleh media dan 

analis sebagai “Qatargate” muncul ketika pihak kepolisian Belgia melaksanakan 

serangkaian penggerebekan di sekitar 20 lokasi di Brussels. Operasi ini 

mengungkap penemuan koper berisi uang tunai dan penyitaan alat komunikasi 
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seperti ponsel dan komputer yang diduga berkaitan dengan tindakan korupsi dan 

pencucian uang (Deutsche Welle, 2023). Penyelidikan ini mengungkap upaya 

yang diduga dilakukan oleh negara Qatar untuk memengaruhi pembuatan 

kebijakan di Parlemen Eropa menjelang sampai berlangsungnya Piala Dunia FIFA 

2022.  

Pengungkapan skandal Qatargate bermula dari beredarnya transkrip 

wawancara yang bocor antara penyidik Belgia dan Pier Antonio Panzeri, mantan 

anggota Parlemen Uni Eropa yang menjadi tokoh sentral dalam kasus ini. Dalam 

wawancara tersebut terungkap secara rinci praktik lobi ilegal, aliran dana, dan 

hubungan yang tidak transparan antara aktor eksternal. Maroko dan Qatar 

diposisikan sebagai aktor eksternal yang diduga memberikan uang tunai dan 

berbagai keuntungan kepada individu-individu tertentu di dalam Parlemen Uni 

Eropa untuk membentuk sikap politik yang menguntungkan kepentingan mereka, 

kebocoran wawancara tersebut memberikan bukti awal mengenai keberadaan 

jaringan korupsi yang terstruktur dan menunjukkan kerentanan institusi Uni Eropa 

terhadap pengaruh eksternal (Deutsche Welle, 2023) 

Proses investigasi tidak hanya terbatas pada Belgia, tetapi juga meluas ke 

Italia dan Strasbourg. Penggerebekan berlangsung di rumah-rumah pribadi, 

kantor, dan gedung Parlemen Eropa, yang berujung pada penangkapan sejumlah 

individu penting. Salah satu tersangka utama adalah Eva Kaili, mantan Wakil 

Presiden Parlemen Eropa, yang ditangkap bersama ayahnya dan pasangannya, 

Francesco Giorgi. Kasus ini semakin menguat dengan penangkapan Pier Antonio 

Panzeri, mantan anggota Parlemen Eropa sekaligus pendiri Non governmental 

organization (NGO) bernama Fight Impunity, yang diduga berfungsi sebagai 

penghubung utama dalam jaringan suap yang melibatkan Qatar dan Maroko. 

Terbongkarnya peran pejabat tinggi, anggota dewan perwakilan yang masih aktif 

maupun yang sudah pensiun, serta individu dari luar pemerintah seperti organisasi 

masyarakat, menjadikan Qatargate salah satu skandal korupsi yang paling parah 

dalam sejarah Parlemen Eropa (Deutsche Welle, 2023). Masalah ini tidak hanya 

memicu krisis kepercayaan publik terhadap institusi Uni Eropa, tetapi juga 
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mengundang diskusi akademik mengenai lemahnya sistem pengawasan dan 

tanggung jawab politik menghadapi pengaruh luar. Oleh karena itu, Qatargate 

menjadi saat yang krusial untuk menilai kembali sistem kebijakan anti-korupsi 

Uni Eropa (Deutsche Welle, 2023). 

Skandal Qatargate menjadi titik balik penting yang mendorong perlunya 

reformasi tata kelola untuk menjaga integritas demokrasi supranasional. Meskipun 

langkah-langkah kebijakan telah diambil, efektivitasnya masih dipertanyakan 

karena lambatnya implementasi, kurangnya pengawasan independen, dan 

munculnya kasus yang menunjukkan pola penyalahgunaan kekuasaan serupa. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan Uni Eropa 

dalam mengatasi kasus korupsi skandal Qatargate.  

Meskipun korupsi di institusi Uni Eropa telah menjadi topik yang sering  

dibahas dalam literatur akademik, studi kasus yang spesifik membahas Skandal 

Qatargate masih terbatas. Beberapa kajian menyoroti kelemahan struktural dalam 

regulasi lobi dan transparansi di UE, termasuk respons institusi terhadap Qatargate 

yang dianggap kurang substantif (Corporate Europe Observatory, 2023). Namun, 

penelitian ini akan menekankan aspek deskriptif reformasi kebijakan kasus 

korupsi skandal Qatargate menggunakan pendekatan teoretis. 

 Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan kerangka teori Anti-

korupsi Regional (Regional Anti Corruption) untuk menganalisis kebijakan Uni 

Eropa dalam mengatasi kasus korupsi Skandal Qatargate. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti dampak korupsi terhadap 

citra dan legitimasi Uni Eropa di mata publik dan dinamika pengaruh asing dari 

negara non-anggota seperti Qatar (Dahl, 2021), penelitian ini menempatkan 

skandal Qatargate dalam kerangka tata kelola anti-korupsi regional, seiring 

dengan perubahan globalisasi pada karakter korupsi kontemporer. Korupsi 

modern tidak lagi dapat dipahami semata sebagai relasi ilegal antara pejabat 

publik dan aktor domestik, melainkan melibatkan spektrum aktor yang lebih luas, 

termasuk perusahaan multinasional, organisasi non-negara, kelompok pelobi 
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internasional, hingga pemerintah asing. Praktik suap, pendanaan politik ilegal, 

serta pembelian pengaruh kebijakan kerap beroperasi melalui mekanisme lintas 

negara dengan memanfaatkan celah pengawasan antar otoritas. 

 Kondisi tersebut memperlihatkan keterbatasan yurisdiksi nasional dalam 

menanggulangi korupsi. Penegakan hukum berbasis negara sering kali terhambat 

oleh batas kedaulatan, Akibatnya, praktik korupsi transnasional menciptakan 

celah atau kekosongan dalam aturan hukum dan regulasi (regulatory loopholes) 

yang sulit dijangkau oleh instrumen domestik semata. Dalam merespons 

tantangan tersebut, organisasi regional seperti Uni Eropa mengembangkan rezim 

anti-korupsi kolektif yang bertujuan memperkuat koordinasi, harmonisasi regulasi 

dan mekanisme pengawasan bersama. Pendekatan regional ini dipandang strategis 

karena memungkinkan integrasi kebijakan dalam menghadapi kompleksitas 

korupsi transnasional, dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru hingga 

tahun 2026, di mana proses hukum skandal Qatargate masih berlanjut, mencakup 

dinamika tuntutan hukum, penolakan Parlemen Uni Eropa terhadap sebagian 

proses penyelidikan jaksa Belgia, dan gugatan dari para tersangka, penelitian ini 

menghadirkan analisis yang lebih mutakhir. Dengan demikian, studi ini tidak 

hanya mengisi kekosongan literatur terkait penerapan kerangka anti-korupsi 

regional, tetapi juga memperkaya kajian mengenai efektivitas tata kelola anti-

korupsi Uni Eropa dalam menghadapi skandal korupsi transnasional.  

1.2 Rumusan Masalah  

Pada bulan Desember 2022, skandal yang dikenal sebagai Qatargate 

muncul melalui tindakan penggerebekan oleh pihak berwenang Belgia di 20 

lokasi di Brussels, dimana polisi menemukan koper berisi uang tunai serta alat 

komunikasi yang berhubungan dengan tindakan korupsi dan pencucian uang. 

Kasus ini melibatkan anggota parlemen EU sebagai pihak penghubung dalam 

suap yang melibatkan Qatar dan Maroko. Penyelidikan ini meluas hingga ke Italia 

dan Strasbourg, hingga menghasilkan penangkapan pejabat tinggi dan anggota 
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parlemen yang pada akhirnya menciptakan krisis kepercayaan publik dan menarik 

perhatian lemahnya pengawasan korupsi di tingkat Uni Eropa. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

“Bagaimana kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi kasus korupsi Skandal 

Qatargate ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Menjelaskan gambaran umum kasus skandal korupsi Qatargate. 

2) Menjelaskan kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi kasus skandal korupsi 

Qatargate menggunakan teori Anti-korupsi Regional (Regional Anti 

Corruption) dan konsep Etika Politik dan Jabatan Publik (Political Ethics 

and Public Office).  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam dua aspek utama.  

1) Secara teoretis, studi ini memperkaya pemahaman mengenai Teori Anti-

korupsi Regional (Regional Anti Corruption) dan Konsep Etika Politik dan 

Jabatan Publik (Political Ethics and Public Office) 

2) Secara praktis, hasil penelitian ini relevan dalam merumuskan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan dapat menjadi acuan bagi negara maupun 

organisasi internasional dalam menyusun strategi pencegahan korupsi 

serta memahami cara kerja kejahatan lintas batas dapat terjadi di institusi 

supranasional.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang terbagi ke dalam dua bagian 

utama. Bagian pertama menguraikan landasan konseptual yang mencakup teori 

dan konsep mengenai korupsi internasional, tata kelola transparansi dan 

akuntabilitas dalam organisasi supranasional, serta konsep etika politik dan 

jabatan publik. Bagian kedua menyajikan kerangka pemikiran yang dirancang 

untuk membangun alur analisis penelitian dan memberikan gambaran mengenai 

bagaimana kebijakan Uni Eropa dalam menangani kasus korupsi skandal 

Qatargate. 

2.1 Penelitian Terdahulu  

 

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian 

terdahulu dalam membentuk sebuah kerangka pemikiran, termasuk dalam 

menentukan konsep atau teori yang akan peneliti gunakan dalam meneliti kasus ini. 

Secara spesifik, penelitian yang menekankan pada korupsi di institusi Uni Eropa, 

khususnya di Parlemen Uni Eropa terkait kasus Qatargate secara komprehensif 

termasuk belum banyak dilakukan. Meski demikian, penelitian lainnya yang 

bersinggungan dengan topik ini telah cukup banyak dilakukan oleh para akademisi 

dari berbagai disiplin ilmu. 

Dalam memetakan perkembangan studi terkait, peneliti melakukan penelusuran 

literatur secara sistematis melalui basis data Google Scholar yang di indeks 

menggunakan Publish or Perish. Parameter pencarian ditetapkan pada periode 2022–

2026 dengan batasan hasil pencarian maksimal 200 judul.  

Penelitian pertama dilakukan oleh Costa pada tahun 2024 melalui 

artikelnya dalam Journal of Common Market Studies berjudul “The European 

Parliament and the Qatargate.” Penelitian ini menjelaskan kelemahan  

struktural Parlemen Eropa yang memfasilitasi praktik politik dan korupsi. Costa 

menegaskan bahwa penyebab utama lemahnya integritas lembaga tersebut adalah 
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mekanisme pengawasan terhadap pelobi serta kurangnya transparansi di antara 

para anggotanya. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Hegewald dan Schraff pada tahun 2024 

melalui jurnalnya “Corruption and Trust in the European Parliament: Quasi-

experimental Evidence from the Qatargate Scandal” Penelitian ini meneliti 

dampak skandal Qatargate terhadap kepercayaan publik dengan menggunakan 

metode kuasi-eksperimental. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  skandal  

tersebut  secara  signifikan  menurunkan tingkat kepercayaan warga Eropa 

terhadap institusi supranasional, yang mengindikasikan adanya krisis legitimasi 

demokrasi di Uni Eropa. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fernández-Torres dan Chamizo-Sánchez 

pada tahun 2025 dalam artikelnya berjudul “Qatargate and Lobbying Crisis in 

the European Union.” Penelitian ini menggunakan analisis media dan regulasi 

terkait skandal tersebut, dan menyimpulkan bahwa Qatar tengah mengalami 

krisis transparansi di tingkat Eropa. Regulasi lobi yang longgar meningkatkan 

kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Studi ini juga menyoroti pentingnya 

pengembangan sistem pelaporan publik serta pemberian dukungan bagi pelapor 

pelanggaran (whistleblower) guna memperkuat kepercayaan terhadap Parlemen 

Eropa. 

Penelitian keempat dilakukan oleh Font dan Ares pada tahun 2025 berjudul 

“Democratic Accountability Regimes, Populism, and Transparency in the 

European Parliament.” Studi ini meneliti hubungan antara populisme, kebijakan 

publik, dan reformasi pasca Qatargate. Mereka menjelaskan bahwa meningkatnya 

kritik dari kelompok populis mendorong Parlemen untuk melaksanakan 

reformasi etika, meskipun hambatan birokratis dan resistensi dari elite politik 

tetap menjadi kendala utama 

Penelitian kelima dilakukan oleh Athan pada tahun 2024 berjudul “The 

European Parliament is Still Learning Its Lesson from Corruption Scandals.” 

Athan berpendapat bahwa Qatargate bukanlah satu-satunya kasus yang 
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menyoroti kelemahan sistem etika internal Parlemen Eropa. Menurutnya, 

lembaga tersebut masih berada dalam proses belajar untuk membangun tata 

kelola yang transparan dan akuntabel. 

Penelitian keenam dilakukan oleh Riccardo D’Emidio pada tahun 2023 

melalui artikelnya yang berjudul “What Does the ‘Qatargate’ Corruption 

Scandal in the European Parliament Tell Us About Corruption?” yang 

diterbitkan di platform UK in a Changing EU, membahas bagaimana skandal 

Qatargate mencerminkan kelemahan struktural dalam tata kelola dan sistem 

integritas Uni Eropa. Melalui pendekatan analisis kebijakan dan kajian literatur 

anti-korupsi, penulis menelaah Qatargate tidak hanya sebagai tindakan korupsi 

individual, tetapi sebagai indikasi kegagalan regulasi lobi, lemahnya 

transparansi, serta terbatasnya mekanisme pengawasan terhadap pengaruh aktor 

eksternal. Penelitian ini menekankan adanya kesenjangan antara komitmen 

normatif Uni Eropa terhadap prinsip good governance dan praktik institusional 

yang masih rentan terhadap konflik kepentingan, sekaligus mendorong perlunya 

reformasi kebijakan anti-korupsi yang lebih sistemik.  

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Jacquelyn Veraldi (2024) berjudul “On 

the Proposed Measures to Regulate Third-Country Interest Representation 

Activities in the EU” yang membahas evaluasi terhadap upaya Uni Eropa dalam 

memperketat pengaturan aktivitas lobi dari negara ketiga setelah skandal 

Qatargate. Melalui analisis kebijakan, Veraldi mengungkap bahwa Qatargate 

mengungkap kelemahan besar dalam pengawasan lobi asing yang selama ini 

belum diatur secara menyeluruh, terutama terkait dengan transparansi 

pendanaan, kewajiban pendaftaran, dan pemberian sanksi. Ia menemukan bahwa 

kerangka yang ada, seperti EU Transparency Register, bersifat sukarela dan 

belum cukup efektif untuk mencegah pengaruh aktor luar terhadap proses 

pembuatan peraturan. Veraldi menekankan kebutuhan regulasi yang lebih kuat, 

seragam, dan mengikat secara hukum guna menjaga integritas institusi Uni 

Eropa dari pengaruh lobi negara ketiga. Penelitian ini menjadi kontribusi 

penting dalam memahami bagaimana skandal Qatargate mendorong reformasi 
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struktural yang berkaitan dengan etika, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat 

Uni Eropa. 

Tabel 2. 1 Komparasi Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti & 

Tahun 

Fokus Penelitian Metode Teori / 

Konsep 

Hasil Penelitian 

 

 

 

1 
Costa 

(2024) 

Kelemahan 

struktural Parlemen 

Eropa dan 

dampaknya 

terhadap korupsi 

(Qatargate). 

 

Kualitatif 

Institutional 

Theory, Good 

Governance 

Parlemen Eropa 

memiliki kelemahan 

pengawasan lobi dan 

kurangnya transparansi 

sehingga memfasilitasi 

praktik politik koruptif. 

 

 

2 
Hegewald 

& Schraff 

(2024) 

Dampak Qatargate 

terhadap 

kepercayaan publik 
terhadap Parlemen 

Eropa. 

Kuantitatif 

Political Trust, 

Democratic 
Legitimacy 

Skandal Qatargate 

menurunkan 

kepercayaan publik 

secara signifikan dan 

memicu krisis 
legitimasi demokrasi di 

UE. 

 

 

 

3 
Fernández-

Torres & 

Chamizo-

Sánchez 

(2025) 

Krisis lobi dan 

transparansi di UE 

pasca-Qatargate. 

Kualitatif 

Transparency 

& Lobbying 

Theory 

Regulasi lobi yang 

longgar meningkatkan 

penyalahgunaan 

kekuasaan; perlunya 

pelaporan publik & 

dukungan 

whistleblower. 

 

 

 
4 Font & 

Ares (2025) 

Pengaruh 

populisme dan 
reformasi 

akuntabilitas pasca-

Qatargate. 

 

Kualitatif 
Accountability 
& Populism 

Theory 

Populisme mendorong 
reformasi etika, namun 

terhambat resistensi 

elite dan birokrasi. 

 

 

 

5 Athan 

(2024) 

Evaluasi kelemahan 

sistem etika internal 

Parlemen Eropa. 

Kualitatif 

Pendekatan 

analisis 

Institutional 

Learning 

Qatargate bukan kasus 

tunggal, Parlemen 

Eropa masih dalam 

proses belajar 

meningkatkan 

transparansi & 

akuntabilitas. 
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(2023) 

 

 
 

Skandal Qatargate 
dan implikasinya 

terhadap tata kelola, 

integritas, serta 

kebijakan anti-

korupsi di Uni 

Eropa 
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Pendekatan 

analisis 

Corruption & 

Regulatory 

Failure 

Qatargate menunjukkan 

bahwa korupsi di Uni 
Eropa bersifat 

struktural, bukan 

semata perilaku 

individu. Kasus ini 

mengungkap lemahnya 

regulasi lobi dan 

transparansi serta 
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Sumber: diolah oleh peneliti. 

 Perbedaan antara penelitian-penelitian yang ada sebelumnya terletak pada 

perhatian dan metode analisis yang digunakan. Costa (2024) menggaris bawahi 

adanya kelemahan struktural dan institusional dalam Parlemen Eropa yang 

memberi peluang bagi terjadinya korupsi. Hegewald dan Schraff (2024) 

menganalisis efek dari skandal Qatargate yang menyebabkan penurunan 

kepercayaan masyarakat serta legitimasi demokrasi di Uni Eropa. Fernández-

Torres dan Chamizo-Sánchez (2025) meneliti masalah regulasi lobi dan 

kurangnya transparansi, sedangkan Font dan Ares (2025) fokus pada dampak 

populisme terhadap tindakan reformasi terkait etika dan akuntabilitas di Parlemen 

Eropa. Athan (2024) memberikan ulasan normatif mengenai sistem etika internal 

Parlemen Eropa yang dianggap belum memadai, sementara D’Emidio (2023) 

melihat Qatargate sebagai suatu tanda dari kegagalan dalam pengelolaan dan 

regulasi anti-korupsi yang bersifat sistemik. Veraldi (2024) menekankan ketidak 

cukupan pengaturan mengenai aktivitas lobi dari negara ketiga dan perlunya 

dibentuknya regulasi yang lebih ketat.  

 Meski penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan 

penting mengenai skandal korupsi Qatargate, seperti kelemahan institusional, 

regulasi lobi, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan legitimasi 

demokrasi di Uni Eropa, kajian-kajian tersebut berfokus pada konteks 

kemunculan dan dinamika politik yang melatar belakangi skandal tersebut. 

memperlihatkan 

kesenjangan antara 

komitmen normatif UE 

terhadap good 

governance. 

 

 

 

7 
Veraldi  

(2024) 

Regulasi aktivitas 

lobi negara ketiga 
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Qatargate. 

Kualitatif 

Pendekatan 

analisis 

Regulatory 

Governance & 

Foreign 

Lobbying 

Kerangka registrasi lobi 

(EU Transparency 

Register) masih 

sukarela, perlu regulasi 

ketat & mengikat untuk 

mencegah pengaruh 

asing. 
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Penelitian ini memanfaatkan kajian terdahulu sebagai referensi konseptual untuk 

memahami konteks dan implikasi kasus Qatargate. Meski demikian, kajian yang 

secara khusus menganalisis kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi kasus korupsi 

skandal Qatargate menggunakan teori regional anti-corruption untuk melihat 

kerangka kerja anti-korupsi di tingkat regional, dan konsep political ethics and 

public office sebagai alat analisis untuk memahami penerapan etika politik dan 

tanggung jawab jabatan publik dalam lembaga supranasional seperti Parlemen 

Eropa masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi 

celah tersebut. 

2.2  Landasan Konseptual  

 

Landasan konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai modal bagi 

peneliti dalam membangun kerangka analisis terhadap isu korupsi internasional 

dan tata kelola transparansi serta akuntabilitas dalam organisasi supranasional di 

Uni Eropa. Hal ini penting mengingat Uni Eropa merupakan badan politik dan 

hukum yang melibatkan berbagai negara anggota dan memiliki mekanisme 

pengambilan keputusan dan pengawasan yang berbeda dari negara-negara 

individual. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya 

berperan sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai alat analisis (analytical tools) 

untuk mengkaji kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi kasus korupsi skandal 

Qatargate. Penelitian ini menggunkan Teori Anti-korupsi Regional (Regional Anti 

Corruption) sebagai kerangka utama untuk menelusuri kebijakan Uni Eropa 

dalam kasus korupsi skandal Qatargate. Untuk memperkuat analisis konsep Etika 

Politik dan Jabatan Publik (Political Ethics and Public Office) yang 

dikembangkan oleh Dennis F. Thompson juga digunakan untuk menjelaskan 

dimensi etika dari kebijakan Uni Eropa dalam menangani kasus tersebut. 
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2.2.1 Teori Anti-korupsi Regional (Regional Anti Corruption)  

 Anti-korupsi regional atau regional anti-corruption berpijak pada asumsi 

bahwa korupsi merupakan fenomena transnasional yang tidak dapat ditangani 

secara efektif melalui kebijakan nasional semata. Praktik korupsi modern 

melibatkan aliran keuangan lintas batas, jaringan politik transnasional, dan 

perbedaan standar hukum antar negara yang menciptakan celah regulasi. Oleh 

karena itu, kerja sama regional dipandang sebagai instrumen strategis untuk 

membangun standar bersama, memperkuat koordinasi penegakan hukum, serta 

mendorong konvergensi kebijakan anti korupsi di tingkat kawasan. Teori ini tidak 

lahir dari pemikiran satu tokoh tertentu, melainkan berkembang sebagai 

konstruksi kolektif organisasi internasional dan regional seperti PBB, OECD, 

Council of Europe, dan OSCE. Organisasi-organisasi tersebut menilai bahwa 

korupsi yang bersifat kompleks dan lintas yurisdiksi menuntut respons kolektif 

melalui konvensi internasional dan kerangka hukum bersama.  

 Teori regional anti-corruption menyoroti pentingnya pembentukan shared 

legal frameworks, baik yang bersifat mengikat (hard law) maupun tidak mengikat 

(soft law), termasuk mekanisme pemantauan bersama (peer review mechanisms). 

Harmonisasi hukum dan evaluasi sejawat berfungsi untuk mengurangi celah 

regulasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong pembelajaran kolektif antar 

negara dalam kawasan, Teori ini mengadopsi perspektif multidimensional dengan 

mengintegrasikan aspek hukum, tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan hak asasi 

manusia. Korupsi dipahami sebagai ancaman terhadap demokrasi dan 

kesejahteraan publik, sehingga strategi regional menekankan pencegahan melalui 

penguatan integritas sektor publik, Dengan demikian, teori regional anti-

corruption menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi sangat 

bergantung pada sinergi antara kebijakan nasional dan kerangka kerja regional 

dalam menghadapi korupsi sebagai persoalan struktural dan transnasional. 

(OSCE, 2016). 
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 Dalam kerangka teori regional anti-corruption, kerja sama regional juga 

dipahami sebagai hasil interaksi antara institusi, rezim, dan norma yang 

berkembang dalam studi Hubungan Internasional. Teori regional anti-corruption 

tidak berdiri secara independen, melainkan ditopang oleh berbagai pendekatan 

dalam studi Hubungan Internasional yang secara komplementer menjelaskan 

peran institusi dalam mendorong kerja sama lintas negara. Perspektif 

institusionalisme liberal yang dikemukakan oleh Robert Keohane menekankan 

bahwa institusi regional berperan dalam memfasilitasi koordinasi, mengurangi 

ketidakpastian, dan mendorong konvergensi kebijakan antarnegara. Sementara itu, 

melalui pendekatan regime theory, Stephen Krasner menjelaskan bahwa kerja 

sama tersebut membentuk rezim yang terdiri atas norma, aturan, dan prosedur 

yang mengatur perilaku negara dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, 

pendekatan konstruktivisme melalui pemikiran Martha Finnemore menyoroti 

pentingnya difusi norma, di mana nilai transparansi dan akuntabilitas disebarkan 

dan diinternalisasi oleh negara melalui interaksi regional. Dengan demikian, 

keberadaan instrumen seperti United Nations Convention against Corruption dan 

OECD Anti-Bribery Convention berfungsi sebagai mekanisme pembentukan 

standar dan praktik bersama di tingkat kawasan (United Nations Office on Drugs 

and Crime, 2004).  

 Regional anti-corruption atau kerja sama regional tidak dipahami sebagai 

proses tunggal, melainkan sebagai kombinasi dari beberapa elemen struktural 

yang saling berkaitan. Elemen-elemen ini menjelaskan bagaimana institusi 

regional membangun kapasitas, dan mengoordinasikan kebijakan.  

a. Kepemimpinan Strategis (Strategic Leadership) 

 Strategic leadership merujuk pada peran institusi regional dalam 

memberikan arah kebijakan, membangun komitmen politik, dan mendorong 

agenda bersama antarnegara anggota. Dalam Uni Eropa, kepemimpinan strategis 

tercermin melalui inisiatif Komisi Eropa, resolusi Parlemen Eropa, dan keputusan 

Dewan Uni Eropa yang menempatkan korupsi sebagai ancaman terhadap 
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integritas kawasan dan tata kelola regional. Namun, teori regional anti corruption 

tidak mengasumsikan bahwa kepemimpinan tersebut selalu efektif dan konsisten. 

Keterbatasan kepemimpinan, seperti lemahnya pengawasan internal terhadap elit 

politik dan konflik kepentingan di tingkat supranasional, dipahami sebagai 

variabel analitis penting dalam menjelaskan dinamika kerja sama regional 

(OECD, 2026).  

b. Membangun sistem integrasi yang kuat (Building a strong integration 

system) 

 Elemen ini menekankan pentingnya integrasi sistem hukum, kelembagaan, 

dan prosedural antarnegara anggota. Integrasi tidak selalu berarti keseragaman 

penuh, melainkan koordinasi dan kompatibilitas standar anti-korupsi, termasuk 

perlindungan whistleblower, transparansi pendanaan politik, dan mekanisme 

penegakan hukum lintas negara. Uni Eropa mengembangkan integrasi melalui 

harmonisasi regulasi, pembentukan jaringan kontak anti-korupsi, dan sistem 

pertukaran informasi antarotoritas nasional. Kasus Qatargate menunjukkan bahwa 

integrasi sistem masih bersifat parsial dan asimetris, terutama ketika menyentuh 

institusi supranasional seperti Parlemen Eropa, sehingga menciptakan celah 

kerentanan dalam desain integrasi regional (Transparency International, 2026). 

c. Pemantauan, evaluasi sejawat, dan akuntabilitas bersama 

(Monitoring, peer review, and mutual accountability) 

 Kerja sama regional diperkuat melalui mekanisme pemantauan dan 

evaluasi bersama, seperti laporan anti-korupsi dan proses peer review antarnegara 

anggota. Mekanisme ini bertujuan mendorong kepatuhan melalui tekanan 

normatif, pertukaran pengalaman, dan pembelajaran kolektif, bukan semata 

melalui sanksi koersif. Dalam teori regional anti corruption, lemahnya 

pengawasan internal terhadap aktor elit regional dipahami sebagai celah struktural 

dalam mekanisme mutual accountability, yang justru menegaskan pentingnya 
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evaluasi terhadap desain dan implementasi kerja sama regional (African Union 

Commission, 2014). 

d. Kerja sama multi-level dan multi-aktor (Multi level and multi actor 

cooperation) 

 Teori regional anti corruption menekankan bahwa pemberantasan korupsi 

tidak hanya melibatkan negara sebagai aktor utama, tetapi juga institusi regional, 

masyarakat sipil, media, dan sektor swasta. Pendekatan ini memperluas 

pemahaman kerja sama regional dari hubungan antar pemerintah menjadi jaringan 

tata kelola multi level dan multi aktor. Keterlibatan aktor non negara berperan 

penting dalam memperkuat transparansi, pengawasan publik, dan akuntabilitas 

institusional di tingkat regional. Oleh karena itu, efektivitas pendekatan regional 

anti corruption sangat bergantung pada koordinasi lintas level dan lintas aktor 

yang inklusif dan berkelanjutan (OECD, 2025). 

2.2.2 Konsep Etika Politik dan Jabatan Publik (Political Ethics and Public 

Office) 

Dennis F. Thompson, seorang profesor filsafat politik di Harvard 

University, adalah pencetus utama konsep Etika Politik dan Jabatan Publik 

sebagaimana diuraikan dalam bukunya yang berjudul Political Ethics and Public 

Office. Konsep ini pertama kali dikemukakan secara komprehensif pada tahun 

1987, ketika buku tersebut diterbitkan oleh Harvard University Press di 

Cambridge, Massachusetts. Asal usul konsep ini berakar pada tradisi filsafat 

moral dan politik, teori demokrasi, dan ilmu politik, yang mengintegrasikan 

pemikiran historis dari tokoh seperti Niccolò Machiavelli seorang yang membahas 

pelanggaran moral untuk kepentingan negara pada abad ke-16 dan Jean-Paul 

Sartre yang memperkenalkan istilah "problem of dirty hands" pada pertengahan 

abad ke-20. Thompson mengembangkan ide ini dalam konteks masyarakat 

demokratis modern, di mana politik melibatkan skala besar dan struktur kompleks 

yang memperbanyak dilema etis, berbeda dari era absolutis di mana fokus lebih 

pada tindakan raja atau pangeran. Konsep ini tidak hanya menerapkan teori moral 
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umum ke politik, melainkan membangun bidang studi mandiri yang menekankan 

prinsip-prinsip tingkat menengah untuk memandu aktor politik dalam 

pengambilan keputusan.  

Thompson membagi etika politik menjadi dua cabang utama yaitu etika 

proses atau etika jabatan dan etika kebijakan atau etika dan kebijakan publik, yang 

saling terkait namun sering menimbulkan ketegangan. Etika proses berfokus pada 

pejabat publik, metode yang mereka gunakan, dan institusi tempat mereka 

beroperasi. Pertanyaan sentralnya adalah sejauh mana prinsip etis untuk jabatan 

politik berbeda dari moralitas kehidupan sehari-hari. Di sini, Thompson 

memperkenalkan "problem of dirty hands", di mana pejabat mungkin harus 

melakukan tindakan yang salah secara moral pribadi seperti menggunakan 

kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mencapai kebaikan publik yang lebih 

besar. Dalam demokrasi, dilema ini melibatkan komplisitas warga negara, 

sehingga penekanannya bergeser ke akuntabilitas, kompensasi bagi korban, dan 

desain institusi daripada sekadar rasa bersalah individu. Faktor pembenaran 

meliputi nilai tujuan akhir, alternatif yang tersedia, dampak pada korban, 

mekanisme akuntabilitas, dan pembatasan agar tindakan tidak menjadi kebiasaan 

buruk. 

Selain itu, Thompson membahas "problem of many hands", di mana 

tanggung jawab sulit diatribusikan dalam organisasi besar karena kontribusi 

banyak pihak, seperti dalam birokrasi pemerintahan. Ia membedakan pendekatan 

kolektivis dengan menyalahkan organisasi secara keseluruhan dan menahan 

individu bertanggung jawab dengan kriteria yang dimodifikasi, seperti 

mengantisipasi kesalahan yang mungkin terjadi, konsep ini menunjukkan bahwa 

etika politik bukanlah aplikasi sederhana dari moral pribadi ke ranah publik, 

melainkan kerangka yang mengintegrasikan tanggung jawab individu dengan 

reformasi struktural untuk mengatasi dilema ekstrem dalam demokrasi. Thompson 

menolak konsekuensialisme ketat atau deontologi mutlak, lebih memilih prinsip 

tingkat menengah yang mempertimbangkan konteks politik, seperti membenarkan 

penipuan jika ada akuntabilitas, tetapi memperingatkan risiko seperti kerahasiaan 
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berlebih yang mengikis kepercayaan publik. Dalam masyarakat pluralis, etika ini 

menuntut keseimbangan antara integritas proses seperti transparansi dalam 

kampanye atau lobi dan substansi kebijakan seperti intervensi asing atau regulasi 

kesejahteraan kebijakan baik yang dicapai melalui cara korup memerlukan 

koherensi moral. Secara keseluruhan, konsep Thompson menawarkan 

rekomendasi praktis yaitu evaluasi tujuan akhir, alternatif, dan akuntabilitas. 

Regulasi kerahasiaan secara etis dan standar lebih tinggi bagi pejabat serta 

promosi kompromi dalam perselisihan kebijakan. Ini relevan untuk kursus etika 

publik dan memberikan wawasan tentang akuntabilitas pemerintahan di era 

modern, di mana etika implisit dalam pengejaran kekuasaan menjawab kritik 

realisme politik dengan menunjukkan peran etika dalam memperkuat legitimasi 

demokrasi. (Dennis F. 2018) 

Konsep Political Ethics and Public Office membantu memperluas 

pemahaman korupsi dari sekadar pelanggaran hukum individual menjadi 

persoalan kegagalan etika jabatan dan akuntabilitas institusional. Qatargate 

menunjukkan bahwa praktik suap dengan penerimaan sejumlah uang dan hadiah, 

hubungan lobi tertutup, dan konflik kepentingan tidak hanya melanggar norma 

hukum tetapi juga mencederai prinsip etika proses yang seharusnya melekat pada 

pejabat publik Uni Eropa. 

2.3 Kerangka Pemikiran  

 Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran digunakan oleh peneliti untuk 

membangun pola pikir yang diterapkan dalam menganalisis isu korupsi 

supranasional dan memvisualisasikan kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi 

skandal Qatargate melalui penerapan teori Anti-korupsi regional (Regional Anti-

corruption) untuk menjelaskan bahwa kebijakan Uni Eropa dalam menangani 

skandal Qatargate bertujuan menutup celah korupsi lintas negara, menjaga 

integritas institusi regional, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta 

konsep etika politik dan jabatan publik (Political Ethics and Public Office) oleh 
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Dennis F. Thompson, yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan reformasi 

etika dalam menangani dilema korupsi di lembaga supranasional.  

 

Gambar 2. 1Kerangka Penelitian 

Sumber: di olah oleh peneliti 

Kasus korupsi skandal Qatargate di parlemen eropa
menunjukkan kerentanan institusional Uni Eropa terhadap
pengaruh eksternal melalui praktik lobi ilegal dan konflik
kepentingan. Kasus menimbulkan krisis kepercayaan
publik serta publik mempertanyakan efektivitas kerangka
tata kelola dan pengawasan anti korupsi Uni Eropa.

Metode Kualitatif 
Deskriptif 

Bagaimana kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi
kasus korupsi skandal Qatargate dengan penerapan
teori Anti-korupsi Regional (Regional Anti-
Corruption) dan konsep Etika Politik dan Jabatan
Publik (Political Ethics and Public Office).

Elemen Teori Anti-korupsi Regional yaitu Strategic
Leadership,Building a Strong Integration System,
Monitoring, Peer Review and Mutual Accountability,
Multi-Level and Multi-Actor Cooperation menjelaskan
penanganan korupsi lintas negara memerlukan kerja sama
regional, penguatan regulasi bersama, transparansi,
pengawasan, dan koordinasi antar lembaga untuk menjaga
integritas institusi supranasional.
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan metodologi penelitian yang 

digunakan dan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kerangka kerja 

serta langkah-langkah sistematis yang diambil untuk mengkaji skandal korupsi 

Qatargate. Bab ini terbagi ke dalam lima bagian utama yaitu jenis penelitian, 

fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

dengan fokus penelitian yaitu pada skandal korupsi Qatargate dan kebijakan Uni 

Eropa dalam menangani kasus korupsi skandal Qatargate. Untuk menjawab 

rumusan masalah, peneliti menggunakan sumber-sumber data sekunder yang 

dikumpulkan melalui teknik studi literatur. Data dan fakta yang telah terkumpul 

kemudian akan dianalisis menggunakan model analisis teknik reduksi data dan 

divalidasi melalui strategi triangulasi sumber untuk menjamin kredibilitas temuan. 

3.1 Jenis Penelitian 

 Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif deskriptif, yakni suatu pendekatan dalam ilmu sosial yang bertujuan 

untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam 

berdasarkan data non-numerik, seperti kata-kata, tindakan, dan dokumen, tanpa 

adanya intervensi atau pengubahan terhadap variabel yang diteliti (Creswell, 

2009). Desain penelitian ini adalah studi kasus case study yang berfokus pada satu 

kasus tunggal, sehingga peneliti dapat mempertahankan kedalaman pemahaman 

terhadap konteks dan dinamika sebuah kasus. Metode penelitian kualitatif dipilih 

karena memungkinkan peneliti menjelaskan bagaimana kebijakan Uni Eropa 

dirumuskan dalam mengatasi kasus skandal korupsi tersebut melalui analisis 

proses kebijakan dan aktor yang terlibat. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan generalisasi analitis mengenai 

mekanisme perumusan kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi skandal korupsi 

Qatargate. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tahapan 
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analisis yang meliputi penggambaran konteks dan dinamika skandal Qatargate 

sebagai focusing event, identifikasi aktor dan kebijakan yang muncul 

menggunakan elemen struktural regional anti-corruption, yang diperkuat dengan 

konsep Political Ethics and Public Office. Tahapan tersebut dirancang untuk 

memastikan penelitian mampu menjawab rumusan masalah secara sistematis dan 

kontekstual. 

3.2  Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah menganalisis kebijakan Uni Eropa dalam 

mengatasi kasus korupsi skandal Qatargate. Penelitian ini bertujuan untuk 

memahami dinamika pembentukan kebijakan anti-korupsi Uni Eropa melalui 

perspektif teori Regional Anti-Corruption, yang menekankan pemberantasan 

korupsi di tingkat regional melalui mekanisme tata kelola kolektif, integrasi 

sistem, pengawasan bersama, serta kerja sama multi-aktor. Selain itu, penelitian 

ini juga mengidentifikasi bagaimana praktik kejahatan lintas batas dapat terjadi 

dalam institusi supranasional dengan menggunakan konsep etika politik dan 

jabatan publik dari Dennis F. Thompson sebagai alat analisis. Dengan demikian, 

penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 

mengenai respons kebijakan Uni Eropa terhadap skandal Qatargate. 

3.3  Sumber Data dan Jenis Data  

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai 

sumber tertulis yang relevan dengan topik korupsi, etika politik, serta kebijakan 

Uni Eropa dalam menangani skandal Qatargate, Pemilihan data sekunder 

didasarkan pada fokus penelitian yang menekankan analisis kebijakan dan 

kerangka konseptual, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara 

langsung. Sumber data dalam penelitian ini mencakup studi literatur akademik, 

jurnal ilmiah, laporan resmi organisasi internasional, serta dokumen dan laporan 

media internasional yang kredibel sebagai data pendukung untuk menggambarkan 

kronologi serta perkembangan kasus Qatargate secara aktual. Data dari literatur 

akademik juga digunakan untuk memahami konsep dan dinamika korupsi 
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transnasional, termasuk penyebab, dampak, dan tantangan penanggulangannya 

dalam konteks global. Selain itu, sumber konseptual dimanfaatkan untuk 

menganalisis dimensi etika politik dan jabatan publik, khususnya yang berkaitan 

dengan akuntabilitas dan kegagalan etika institusional dalam lembaga 

supranasional. Kerangka analisis kebijakan digunakan untuk menelusuri proses 

perumusan kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi skandal Qatargate, seluruh 

sumber data tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis untuk 

mendukung penjelasan kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi skandal korupsi 

Qatargate. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi 

literatur (library research) dengan mengandalkan sumber data sekunder yang 

relevan dengan topik korupsi, etika politik, serta kebijakan Uni Eropa dalam 

menangani skandal Qatargate. Studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus 

pada analisis kebijakan dan kerangka konseptual tanpa melibatkan pengumpulan 

data lapangan, di mana dokumen dan teks tertulis menjadi sumber utama untuk 

memahami fenomena yang diteliti. Creswell menjelaskan bahwa analisis 

dokumen dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh 

pemahaman mendalam terhadap proses, konteks, dan makna yang melekat pada 

suatu kebijakan (Creswell, 2009). Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan 

penelusuran literatur secara sistematis melalui basis data Google Scholar yang 

diindeks menggunakan Publish or Perish, dengan parameter pencarian pada 

periode 2022–2026 dan batasan maksimal 200 judul publikasi. Literatur yang 

terpilih kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya 

dengan fokus penelitian yang kemudian diklasifikasikan secara sistematis sebagai 

dasar analisis kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi skandal korupsi Qatargate. 
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3.5 Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

deskriptif yang dilakukan secara sistematis terhadap data sekunder yang telah 

dikumpulkan melalui studi literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan resmi 

organisasi internasional, serta dokumen dan laporan media internasional. Data 

yang terkumpul terlebih dahulu direduksi dengan menyeleksi informasi yang 

relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis 

untuk mengidentifikasi pola dan dinamika kebijakan. Analisis dilakukan dengan 

menerapkan teori Anti-korupsi regional untuk menelusuri keterkaitan antara 

mekanisme kepemimpinan strategis, integrasi sistem anti-korupsi, pengawasan 

dan akuntabilitas bersama, serta kerja sama multi-level dan multi-aktor dalam Uni 

Eropa terhadap skandal Qatargate, yang diperkuat dengan konsep Etika Politik 

dan Jabatan Publik untuk menilai aspek etika dan akuntabilitas institusional. 

Kesimpulan ditarik secara bertahap berdasarkan keterpaduan antara data empiris 

dan kerangka teoretis yang digunakan.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

 Kasus skandal korupsi Qatargate menunjukkan bahwa praktik korupsi 

tidak lagi terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga dapat berkembang dalam 

institusi supranasional seperti European Union. Skandal ini memperlihatkan 

bagaimana aktor  politik dan kepentingan asing memanfaatkan celah kelembagaan 

untuk memengaruhi proses pengambilan kebijakan regional. Penerimaan suap 

oleh sejumlah anggota European Parliament menjadi indikasi bahwa tingginya 

integrasi politik dan ekonomi Uni Eropa turut menciptakan ruang bagi praktik 

korupsi transnasional yang kompleks dan sulit diawasi. Selain sebagai 

penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, korupsi dalam kasus ini juga 

mencerminkan upaya infiltrasi kepentingan eksternal terhadap proses demokrasi 

supranasional. Kasus Qatargate mengungkap bahwa meskipun Uni Eropa dikenal 

memiliki komitmen kuat terhadap transparansi, demokrasi, dan akuntabilitas 

publik, sistem pengawasan internalnya masih memiliki kerentanan. Dugaan 

praktik suap yang melibatkan anggota European Parliament menunjukkan bahwa 

mekanisme etika dan kontrol kelembagaan belum sepenuhnya mampu mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan. Kompleksitas birokrasi dan tingginya integrasi politik 

Uni Eropa juga menjadi tantangan dalam pengawasan internal, terutama ketika 

koordinasi antar lembaga belum berjalan optimal. Sebagai tanggapan, Uni Eropa 

melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat sistem antikorupsi dan 

memulihkan kepercayaan publik. Langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan 

kebijakan antikorupsi, reformasi etika kelembagaan, pembentukan agenda 

reformasi integritas, usulan Independent Ethics Body, dan revisi kode etik bagi 

anggota European Parliament. Berdasarkan analisis menggunakan teori regional 

anti-corruption, penelitian ini menemukan bahwa upaya Uni Eropa dilakukan 

melalui pendekatan yang sistemik dan multidimensional, mencakup reformasi 

kelembagaan, penguatan mekanisme pengawasan, dan integrasi sistem antikorupsi 

pada tingkat supranasional maupun nasional. Meskipun demikian, reformasi 
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pasca-Qatargate belum sepenuhnya mampu memulihkan kepercayaan publik. 

Beberapa mekanisme pengawasan independen masih memiliki kewenangan yang 

terbatas dalam penegakan sanksi, sementara kompleksitas struktur politik Uni 

Eropa menyebabkan proses reformasi berjalan relatif lambat dan sering 

dipengaruhi oleh kepentingan politik antar institusi maupun antarnegara anggota.  

5.2 Saran  

 Upaya kebijakan anti-korupsi Uni Eropa dalam mengatasi kasus korupsi 

Qatargate perlu dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi. Salah satu 

langkah yang penting adalah memperkuat kewenangan lembaga pengawas etik 

independen agar tidak hanya berfungsi secara administratif tetapi juga memiliki 

kapasitas investigatif yang lebih kuat serta kewenangan dalam memberikan 

rekomendasi sanksi yang lebih mengikat. Penguatan tersebut diperlukan untuk 

meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap integritas pejabat dan aktor politik 

di lingkungan institusi Uni Eropa. Selain itu European Parliament juga perlu 

memperketat pengawasan terhadap hubungan anggota parlemen dengan aktor 

asing, NGO, maupun kelompok lobi melalui sistem transparansi yang lebih 

komprehensif dan mekanisme verifikasi yang lebih ketat, langkah tersebut penting 

untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan dan mencegah praktik pengaruh 

politik yang dilakukan secara tidak transparan, Uni Eropa juga perlu 

meningkatkan integrasi data dan pengawasan keuangan lintas negara untuk 

mengantisipasi praktik korupsi transnasional yang semakin kompleks. Penguatan 

kerja sama antar lembaga keuangan dan aparat penegak hukum juga di perlukan 

terutama dalam memantau aliran dana ilegal yang melibatkan penggunaan aset 

digital maupun transaksi non-formal yang sulit dilacak melalui mekanisme 

konvensional, negara-negara anggota Uni Eropa perlu memperkuat komitmen 

politik dalam menerapkan standar anti-korupsi yang konsisten agar tidak terjadi 

kesenjangan implementasi kebijakan antar negara anggota yang dapat 

melemahkan efektivitas sistem pengawasan regional.  
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